
 

 

 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 154 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENYUSUNAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN UNTUK 

PRODUKSI BIOMASSA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

  

Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan 

efektivitas kinerja pelayanan Penyusunan INFORMASI 

Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa, 

perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 

Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan untuk 

Produksi Biomassa;  

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

SALINAN 
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman Hayati  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Rsepublik Indonesia Nomor 4401); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

13. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  150 

Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah 

untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNomor 4737); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara 

Tahun 2012 Nomor 5285); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

 

18. Peraturan  Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 

Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengukuran  Kriteria 

Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232); 

 

19. Peraturan  Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07, 

Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengukuran  Kriteria 

Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232); 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);  

 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintah; 

 

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana 

Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 

serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara  Republik Indonesia Nomor 32); 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 

Nomor 12); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
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Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 6); 

 

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46); 

 

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2011 Nomor 50); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI STATUS 

KERUSAKAN LAHAN UNTUK PRODUKSI BIOMASSA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 
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6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 

Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

7. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan 

teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan 

bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, 

dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya; 

8. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya 

merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, 

tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi 

tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa 

lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur; 

9. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah 

berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria 

baku kerusakan tanah; 

10. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu 

bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, 

termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan 

pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman; 

11. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan 

sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa; 

12. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan 

dan penanggulangan kerusakan Tanah serta pemulihan 

kondisi tanah; 

13. Kondisi tanah adalah sifat dasar tanah di tempat dan 

waktu tertentu yang menentukan mutu tanah; 

14. Sifat dasar tanah adalah sifat dasar fisika, kimia, dan 

biologi tanah; 

15. Status kerusakan tanah adalah kondisi tanah di tempat 

dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku 

kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 

16. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 

adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang 

dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi 

biomassa; 

17. Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa 

adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah 

melalui cara-cara yang tidak memberi peluang 

berlangsungnya proses kerusakan tanah; 

18. Penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk 

menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah; 

19. Pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk 

mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak 

rusak; 
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Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan  adalah 

untuk mengatur Standar Operasional Prosedur Penyusunan 

Informasi Status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa. 

 

Pasal 3 

 

Format Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

TATA KERJA 

 

Pasal 4 

 

1. Setiap Pejabat dan pelaksana standar opersional prosedur, 

wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem 

dan ketentuan yang berlaku. 

2. Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar 

operasional prosedur, wajib membangun komitmen tinggi  

untuk mendukung pelaksanaannya. 

3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur, wajib mengembangkan koord`inasi 

dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan 

tugas. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam  Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 29 Desember 2015 

   BUPATI TANAH LAUT, 

 

              Cap ttd 

 

H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 29 Desember 2015 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT,         

 

               Cap ttd 

 

          H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 561 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


